BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 73 TAHUN 2016
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :a. bahwa untuk memenuhi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahn 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

—. ¢



: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaany
Pengelolaan ~dan’ Tanggung ' Jawab Keuangan Negara
'(Lembaran Negara Repubhk Indoncs1a Nomor 4400); B

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan  Pembangunan Nas1onal (Lembaran Negara =
* Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
g Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4421); .

. fUndang—Undang " Nomor 33 Tahun 2004 tentangf
~ Perimbangan Keuangan antara 'Pemerintah . Pusat dan

E ~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
_ Repubhk Indone31a Nomor 4438); - :

. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakn‘j.
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik - . .

" Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran

‘10,

f Negara Repubhk Indones1a Nomor 4438);

Undang-Undang  Nomor =;12 Tahun‘ 2011 tentang-’k‘ e
,Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran
‘Negara - Republik Indonesia Tahun © 2011 . Nomor 82,

 ‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomorf

11

5324);-

fiUndang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah* sEo

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

‘Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Nomor - 5587) sebagaimana telah diubah ‘beberapa  kali -
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun
;2014 tentang Pemerintah . Daerah (Lembaran Negara . §
~ Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan -
- Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679), R
120
~~Pengelolaan Keuangan ‘Badan Layanan Umum (Lembaran

Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentangi

~'Negara- "Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

13

147

~ Indonesia Tahun 2005 ‘Nomor 138, Tambahan Lembaran“_,;u*'

15, ]

jTambahan Lembaran Negara Repubhk Indone81a Nomor
4502); S : R

APeraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Danaf -
JPerlmbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk’.'

- Indonesia Nomor 4575); -
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem”f a8

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Negara Repubhk Indones1a Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik =
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran ¥ 5 X

Negara Repubhk Indonesm Nomor 457 8), g

—8 %




‘ 73;16." Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang B
 Pedoman Penyusunan dan Penerapan - Standar Pelayanan
‘Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 =
‘Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4585), : ' v

1T, Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang sl
. Pedoman = Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraani .
. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -
~ Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
. Republlk Indonesia Nomor 4593); .

' 18. Peraturan’ Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang -
~ Pelaporan 'Keuangan ' dan - Kinerja Instansi Pemerintah.
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
- 140, ‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor ~ - =
4578L S :

19. Peraturan. Pemerlntah Nomor 71 Tahun 12010 tentang
.. Standar Akuntan31 Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

, ’N egara Repubhk Indonesia: Nomor 5165), ‘ ‘

20. Peraturan Menterl Dalam ' Negerl Nomor 31 Tahun 2016 B
‘ :k‘tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan;- i
, ‘Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun_ L
2009  tentang Pokok-Pokok ' Pengelolaan = Keuangan, =
sebagaimana telah d1ubah dengan Peraturan Daerah -
Kabupaten - Bengkahs Nomor -3 Tahun 2015 tentang -
‘Perubahan ‘Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
- Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
-~ Keuangan Daerah ‘

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs 12 Tahun 20 16 .
o ltentang Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah
' .'Kabupaten Bengkalls Tahun Anggaran 2017 e

> o : MEMUTUSKAN | |

" Menetapkan : PERATURAN 'BUPATI 'BENGKALIS 'TENTANG PENJABARAN‘ i
7 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

8 ‘BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017. =~ = R

o ‘ Pasal 1 ‘ v
‘ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

 terdiri atas :

 1 Pendapatan . G e A
o a. Pendapatan Ash Daerah SR Rp._ ' 308 150.352.000 OO

~ b.Dana Perimbangan .' ' Rp. 2.834.775.179.585,00
e Laln lain pendapatan daerah : L
yang sah ‘ " "Rp. ;:~337.445.461.000,00

 Jumlah Pendapatan ~ Rp. 3.480.370.992.585,00



2 BelanJa ! , o
‘a. Belanja Tldak Lansung

‘1) Belanja Pegawai . Rp.1. 009 409.236.515, 67 i

:'2) Belanja Bunga }:; Sl N . Rp.. 0 00 .
3) BelanJa SubS1d1 . . Rp. 9 707 959.330,00

4) Belanja Hibah . ‘Rp;‘? 35 371.600.000,00 .
. 5) Belanja Bantuan 8031al Rp.. O 00

6) Belanja Bagi Hasil =~ Rp. 13 500.000.000,00

. ~:7) Belan_]a Bantuan Keuangan Rp 401 681.300. 668 OO;, o :
| 8) Belan_]a Tidak Terduga P Rp‘ - 18. 933 873.755,84

P Rp 1.488. 603 970.269,51
b Belan_]a Langsung R s G .‘
1) Belan_]a PegawaJ co _Rp." 69 313 549.850, 00

2) Belanja Barang dan Jasa  Rp. 1. 020.386.065.079, 902

3)BelanjaModal ~ Rp.1.122.958.928.837 00 e

G S e e Rp.2. 212 658.543.766, 92 L
Jumlah'Bel'anja' D Rp3 701 262.514.036,43
Surplus (Deﬁs1t) S Rp. (220 891. 521.451 43) g A

B, Pemblayaan Ui S e
a. Penerimaan . Rp. 220 891 521.451, 43

b Pengeluaran ‘v?:kﬂ. .  :, \{-‘ i k:l,ii : RD. TR : O 00

Jumlah Pemblayaan Netto Rp. 220 891.521.451,43

' Slsa Leb1h Pemb1ayaan Anggaran Rp RN S 0 oo | s

gy Tahun Berkenaan

Pasal 2

; : ngkasan Pen_]abaran Anggaran Pendapatan« dan Belanja Daerah S |
‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  tercantum dalam

B Lamplran I Peraturan Bupat1 ini.
» ‘ ‘ Pasal 3

Pen_]abaran Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah
L sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 d1r1n01 1eb1h lanJut dalam I
v Lamplran I Peraturan Bupat1 1n1 : : T

Pasal 4

(1) Belan_]a v h1bah dalam : R1ngkasan Penjabaran Anggaran i
Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2017

;sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam daftar

. nama penenma, alamat dan besaran aloka31 hlbah Tahun RIS

Anggaran 2017




)

(2) Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Belanja bantuan sosial dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam daftar
nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial
Tahun Anggaran 2017.

(2) Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan
sosial Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak termasuk bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

(3) Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan
sosial Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati
ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4
ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL ININ
Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARI AERAH KABUPATEN BENGKALIS

. ARTIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 73




